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ABSTRAK 

 

Nama   : Elma Seventiani   

Nim   : 02011281621196 

Program Kekhususan     : Hukum Tata Negara 

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar dari hak asasi manusia yang perlu 
di analis bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat yang diatur dalam UU 
ITE. Dan bagaimana bentuk kewajiban negara Indonesia dalam melindungi hak 
kebebasan berpendapat di media sosial. Jenis penelitian ini menggunakan tipe 
penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-
Undang dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan 
sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer 
dan sekunder. Hasil dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pasal 27 
ayat 3 UU ITE hanya memuat kewajiban yang harus di penuhi oleh pengguna 
media sosial dan cenderung bersifat mengekang sebab tidak dicantumkannya 
secara jelas hak-hak yang dimiliki dalam menggunakan media sosial, mengingat 
bahwa dalam hak juga menimbulkan suatu kewajiban untuk menghormati dan 
menghargai hak orang lain, maka pelaksanaan atas hak tersebut dapat dibatasi 
melalui pasal 28J ayat 2 UUD 1945. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi 
kebebasan berpendapat di media sosial dengan yang diatur secara konstitusional 
dalam UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999,UU No.12 Tahun 2005. Dengan bentuk 
untuk melindungi, menghormati serta memenuhi dengan merealisasikan hak 
asasi manusia. 

Kata Kunci : kebebasan berpendapat, media sosial, hak asasi manusia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Negara indonesia adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar 

kekuasaan Negara dan penyelenggaraan Negara tersebut dalam segala bentuknya 

dilakukan dibawah kekuasaan hukum1. Negara yang berdasarkan kekuasaaan 

hukum berarti Negara dengan segala tindakan pemerintahanya harus berdasarkan 

hukum sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, 

Negara atau pemerintah harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum 

dan menjamin tercapainya tujuan hukum2. 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NKRI 1945) merupakan hukum dasar untuk pedoman dalam penyelenggaraan 

pemerintahan baik secara tertulis maupun tidak tertulis3. Sehingga berbagai 

hukum di Indonesia mengacu pada UUD RI Tahun 1945. Banyak sekali peraturan 

hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia salah satunya adalah pasal 1 

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi 

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan 

 
1 Hamid S. Attamimi dalam Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, UII Pres 

Yogyakarta, 2003, hal.14. 
2 Tahir Azhary, Negara Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2009, hal.63. 
3 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Politik, Jakarta: Rineka Cipta,1997, hal.140 
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merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 

oleh Negara, hukum dan martabat manusia”. 

Pada pasal tersebut “setiap orang” dibebani kewajiban yang sama dengan 

pemerintah dan negara4. Setiap orang juga aktor pemangku kewajiban yaitu 

kewajiban untuk menghormati (to respect) hak dan kebebasan orang lain5. 

Namun, jika dilihat dari pasal tersebut, setiap orang juga berkewajiban untuk 

menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia6. Pelaksanaan penegakan 

perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan 

masyarakat pada umumnya karena pemerintah dinilai dalam pelaksanaannya 

belum dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi 

manusia.  

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena 

diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan karena 

martabatnya sebagai manusia7. Manusia diberikan akal budi dan nurani oleh 

Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nuraninya tersebut maka manusia 

memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya, 

kebebasan dan hak-hak dasar itulah yang disebut dengan hak asasi manusia yang 

melekat pada manusia secara kodrati, hak-hak tersebut tidak dapat diabaikan jika 

diabaikan hak tersebut berarti mengabaikan harkat dan martabat manusia. Negara, 

 
4 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, Depok: PT  RajaGrafindo Persada, 2018, 

hal.78 
5 Ibid. 
6 Ibid.  
7 Madja El Muhtaj, Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Mengurangi Hak Ekonomi 

Sosial dan Budaya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal.1 
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Pemerintah atau organisasi apapun memiliki kewajiban untuk mengakui dan 

melindungi hak asasi manusia tanpa terkecuali, ini berarti hak asasi manusia harus 

selalu menjadi titik tolak ukur dan tujuan dalam kehidupan bermasyakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Indonesia memiliki prinsip yang tak terelakan yaitu mengenai kebebasan 

berpendapat dan kebebasan berekspresi, Prinsip tersebut terdapat dalam  

International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR) yang kemudian 

diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia8 dengan menetapkan Undang-undang 

Nomor 12 tahun 2005 tentang international covenant on civil and political rights 

(konvonen internasional tentang hak-hak sipil dan politik). 

Masyarakat Internasional bersepakat menjadikan HAM sebagai tolak ukur 

pencapaian bersama (a commond standard of achievement for all peoples and all 

nations) dengan ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu 

rezim HAM yang terdiri dari tiga dokumen inti yaitu, Deklarasi Hak Asasi 

Manusia Sedunia (DUHAM), Konvonen Hak Sipil dan Politik (hak sipol), 

Konvonen Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob)9. 

Seperti halnya Hak Bebas berpendapat yang merupakan kebebasan dalam 

berbicara dan berpendapat secara bebas tetapi bertanggungjawab. Pengaturan 

tentang HAM khususnya dalam kebebasan berpendapat di media sosial di 

 
8 Muhardi Hasan dan Estika Sari, Hak Sipil dan Politik, 2005, Vol.4, No 1, hal.21 
9 Retno Kusniati, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya 

Dengan Konsepsi Negara Hukum, Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor 

Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jambi di Hotel Ceria, Jambi, 24 Mei 2011. 
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Indonesia telah tercantum dalam UUD, yakni pada bab XA UUD RI Tahun1945 

Pasal 28e ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” Hal ini dipertegas melalui UU No. 9 

tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, 

sehingga kebebasan berpendapat individu merupakan hak yang dilindungi secara 

hukum. Seseorang yang bersikap, berpendapat maupun mengambil sebuah 

kesimpulan, kemudian memutuskan dengan mengutarakannya, dalam konteks ini 

di media sosial, tentunya telah melewati berbagai pertimbangan. Dalam hal ini 

pembentukan persepsi merupakan suatu hal mendasar sebelum seseorang 

berpendapat maupun mengambil kesimpulan10. 

Jimly Asshidiqie, sebagaimana yang telah dikutip oleh Nurul Qamar11 

dalam bukunya yang berjudul hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi 

mengemukakan bahwa pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan seperti 

pidato namun juga dapat lewat tulisan dalam berbagai tulisan yaitu salah satunya 

tulisan di media sosial. Mengemukakan pendapat sebenarnya adalah hak dari 

segala warga negara. Kenyataanya, beberapa kasus di Indonesia terjadi karena 

pendapat-pendapat di masyarakat tidak di terima oleh kelompok. Sedangkan, 

 
10 Dwi Nikmah Puspitasari, Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial, 2016,Vol.2. 

No.14, hal.3 
11 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2003, hal.101 
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perlindungan dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara melalui 

aparatur pemerintahan12. 

Pada Tahun 2008-2011 terjadi kasus yang kontroversi yaitu Kasus Prita 

Mulyasari seorang pasien yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit Rumah Sakit 

Omni Internasional Alam Sutra Tangerang lewat e-mail yang Berjudul “Penipuan 

Omni Internasional Hospital Alam Sutra Tanggerang” dengan isi email “Bila anda 

berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit dan titel internasional, 

karena semakin mewah rumah sakit dan semakin pinter dokter, maka semakin 

sering uji pasien, penjualan obat dan suntikan, saya tidak mengatakan semua 

rumah sakit internasional seperti ini tapi saya mengalami kejadian ini dirumah 

sakit OMNI Internasional”13 yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di 

dunia maya. 

Pihak rumah sakit merasa dicemarkan dan melaporkan Prita Mulyasari ke 

Pengadilan, Pada tanggal 11 mei 2009 Prita terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 

pasal 27 ayat 3 tahun 2008 tentang UU ITE yang berbunyi “dengan sengaja dan 

tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik” dengan Nomor Putusan  No. 22 

PK/Pid.sus/2011. Terdakwa Prita Mulyasari mendapatkan vonis hukuman dengan 

 
12 Eko Riyadi, op. cit., hal.6 
13 Sudiman Sidabukke, mengutipnya dari Tempo, Edisi 14 Juni 2009, Sudiman 

Sidabukke, Penyimpangan hukum Kasus Prita Mulyasari, Jurnal, hal.1 
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penjara selama 6 (enam) bulan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan 

kecuali dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa melakukan tindak 

pidana yang dapat dihukum14. 

Tahun 2018-2019 terjadi kasus yang menjerat salah satu musisi tanah air 

yaitu Ahmad Dhani, yang mengunggah tulisan di Twitter pribadinya memposting 

pernyataan yang di anggap menimbulkan kebencian dan perpecahan di 

masyarakat Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah 

melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak,menyuruh lakukan, 

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 

suku,ras,agama dan antar golongan” Dengan Nomor Putusan 

58/PID.SUS/2019/PT.DKI Ahmad dhani dijatuhkan hukuman pidana penjara 

selama 1,5 tahun menjadi 1 tahun penjara dan menetapkan barang bukti yang 

disita untuk dimusnahkan. Ahmad Dhani dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 

45 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik atau ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 

 
14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor No. 22 

PK/Pid.Sus/2011 (www.putusan.mahkamahagung.go.id), hal.57 diputuskan dalam rapat 

permusyawaratan mahkamah agung pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 oleh R.Imam 

Harjadi,Hakim agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua 

Majelis,H.M.Zaharuddin Utama dan Salman Luthan, hakim-hakim agung sebagai anggota 

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/
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permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 

suku, agama, ras, dan antargolon gan (SARA)”15. 

Dari beberapa kasus tersebut, sebenarnya di Indonesia semua warga 

negara memiliki hak kebebasan berpendapat di muka umum karena kebebasan 

berpendapat merupakan bentuk kemerdekaan tanpa takut karena sudah dijamin 

undang-undang salah satunya adalah pasal 27 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang 

berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya” Namun, kebebasan berekspresi dan berpendapat terancam dengan 

adanya UU No.19 Tahun 2016 perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang ini justru membatasi 

kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan beberapa poin yaitu;16 

1. Undang-Undang ini tidak memberikan batasan yang terang dan jelas 

dalam pendefinisian pencemaran nama baik 

2. Tidak dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat dalam hal pembatasan 

hak kebebasan berpendapat 

3. Terdapat beberapa ketentuan yang tidak relevan dengan ketentuan 

perundang-undangan yang lain 

 
15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 

385/Pen.Pid/2019/PT.DKI hal.17 Diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh Ketua 

Hakim Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta, Ester Siregar selaku hakim Ketua Majelis, 

Muhammad Yusuf dan Hidayat selaku Hakim Anggota 
16 Selian, D.L, Kebebasan Berpendapat: Penegakan Hak Asasi Manusia, 2018,Vol.2, 

No.2, hal.32 
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4. Dalam praktiknya penggunaan UU ini menerpa hampir seluruh lapisan 

masyarakat. 

Dengan mengacu pada konsep kontrak sosial yaitu kesepakatan rasional 

untuk menetapkan seberapa luas kebebasan warga negara (yang pada asasnya 

tidak terbatas) dan di lain pihak seberapa besar kewenangan negara (yang pada 

asasnya terbatas). Pembatasan yang diperlukan atas hak dan kebebasan warga 

hanya dapat dilakukan berdasarkan warga negara sendiri dalam suasana yang 

bebas17. 

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL 

DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA”. Mengingat 

upaya-upaya Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap HAM. 

B. Rumusan Masalah   

1. Bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat yang diatur oleh Undang-

undang Infromasi dan Transaksi elektronik? 

2. Bagaimana bentuk kewajiban negara Indonesia dalam melindungi hak 

kebebasan berpendapat di media sosial? 

 

 
17 Soetandyo Wignjosoebroto, Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan 

Hukum, Malang:Setara Press, 2013, hal.70-72. 
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C. Tujuan   

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan 

kebebasan berpendapat yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan 

Transaksi elektronik. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk kewajiban negara Indonesia 

dalam melindungi hak kebebasan berpendapat di media sosial. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dalam 

Hukum Tata Negara pada khususnya yang berkaitan dengan HAM 

sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen atau 

pihak lain untuk mendapatkan gambaran serta pengetahuan yang 

lebih jelas mengenai HAM khususnya dalam kebebasan 

berpenndapat di media sosial dan pelaksanaan penegakkan dan 

perlindunganya di Indonesia. 
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c. Bagi pelaksanaan penelitian yang sejenis maka penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumbangan 

referensi penelitian yang dilakukan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pihak 

yang terkait dapat memberikan masukan, informasi serta tambahan 

pengetahuan tentang HAM dalam kebebasan berpendapat di media 

sosial serta pelaksanaan penegakkan dan perlindungannya sesuai 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

b. Bagi penegak Hukum  

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivator untuk penegak 

hukum di Indonesia, khususnya dalam kebebasan berpendapat di 

media sosial. 

c. Bagi Pemerintah 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan pemerintah memberikan 

penjelasan mengenai faktor-faktor identifikasi dan kebijakan dalam 

menggunakan sosial media khususnya dalam kebebasan 

berpendapat kepada masyarakat terutama di media sosial sesuai 

dengan undang-undang nomor 39 tahun 1999 dan memberikan 
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keleluasaan kepada masyarakat untuk mengeluarkan pendapat di 

media sosial. 

E. Kerangka Teori 

Didalam penelitian ilmiah diperlukan kerangka teori sebagai konsepsi dari 

suatu penelitian. Teori-teori ini dibutuhkan oleh penulis untuk menjelaskan 

permasalahan yang sedang diangkat melalui beberapa sudut pandang sehingga 

penulis dapat menggabungkan antara pemikirannya dengan sudut pandang dalam 

teori. Beberapa teori yang akan penulis gunakan diantaranya adalah: 

1. Teori HAM  

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak dasar yang dimiliki 

manusia secara alamiah sejak mereka lahir sampai meninggal 

dunia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, HAM 

merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang, hak yang 

dimiliki karena semata-mata sebagai manusia yang bermartabat18.  

Teori HAM ada 4 yaitu19: 

a. Teori hak alami yang dimiliki oleh seluruh manusia 

pada segala waktu dan tempat berdasarkan 

takdirnya sebagai manusia. 

 

 
18 Zefry Alkatri, Belajar Memahami Hak Asasi Manusia, Depok: Ruas, 2010, hal.2 
19 Mujaid Kumkelo,dkk., fiqh Hak Asasi Manusia, Malang: Setara Press,2015, hal.54 



24 
 
 
 

  

b. Teori positivisme yaitu hak harus dijamin konstitusi 

c. Teori relativisme budaya yaitu manusia merupakan 

interaksi sosial dan kultural yang memiliki cara 

pandang yang berbeda. 

d. Doktrin marxis menolak hak-hak alami karena 

negara adalah sumber seluruh hak. 

2. Teori Kebebasan Berpendapat  

Kebebasan informasi dan menyatakan pendapat adalah hak setiap 

warga negara. Karena itu adalah hak dasar bagi manusia sebagai 

bagian dari negara, hak ini harus dipenuhi dan dilindungi dari 

berbagai intervensi pemangku kepentingan. Oleh karena itu 

masyarakat memerlukan ruang publik politik yang dimaknai 

sebagai kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga 

negara untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara 

diskursif20. 

3. Teori Kewajiban Negara 

Negara perlu secara tegas membedakan mana saja pendapat yang 

secara konten dilindungi dan tidak dilindungi dan menggunakan 

pendekatan nondiskriminasi dimana negara tidak ikut campur dan 

membatasi konten mana yang diperbolehkan atau tidak baik 

 
20 Ifdhal Kasim, Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan, Jakarta: ELSAM, 2001, hal.12 
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melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah21. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini agar penelitian ini 

mendapatakan gambaran yang lebih spesifik, jelas dan lengkap untuk menghindari 

penyimpangan dalam permasalahan ini dengan hanya memfokuskan kepada 

bagaimana HAM dalam kebebasan berpendapat di media sosial dan berfokus pada 

perlindungan dan kewajiban negara. yaitu dengan hanya terfokus pada : 

1. Bentuk kewajiban negara Indonesia dalam menegakan HAM khususnya 

dalam kebebasan berpendapat di media sosial. 

2. perlindungan kebebasan berpendapat yang diatur oleh Undang-undang 

Infromasi dan Transaksi elektronik. 

3. Kasus Prita Mulyasari seorang pasien yang memprotes pelayanan rumah 

sakit dengan cara mengirimkan email ke sejumlah orang dengan Judul 

“Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” kasus 

ini sudah memiliki hukum tetap dengan Nomor Putusan No. 22 

PK/Pid.sus/2011.  

4. Kasus Ahmad Dhani yang sudah memiliki hukum tetap dengan Nomor 

Putusan 58/PID.SUS/2019/PT.DKI berawal dari Ahmad Dhani 

 
21 Darwin, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, Bandung: PT. 

Citra Aditya Bhakti, 2003, hal.10 
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menunggah tulisan di akun twitter pribadinya yang dianggap adanya unsur 

kebencian dan perpecahan di masyarakat. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis 

normatif dengan menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan HAM 

khususnya dalam kebebasan berpendapat di media sosial menurut UU 

NO.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Abdulkadir 

Muhammad, penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian yang fokus 

pada hukum positif, asas-asas dan doktrin khusus, perbandingan hukum 

dan sejarah hukum22. Bentuk penelitian ini mendahulukan pemakaian 

kajian pustaka sebagai sumber utama dan juga digunakan untuk 

menganalisis hukum yang berada dalam masyarakat23. Selain itu, penulis 

juga mengkaji makalah, artikel, dan sumber lainnya yang diakses dengan 

internet yang tentu saja berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya. 

2. Metode Pendekatan 

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

konseptual dan pendekatan studi kasus. 

 
22   Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004, hal. 52 
23 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003, hal. 43 
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a. Pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu 

hukum yang diketengahkan24. 

b. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak 

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang didalam ilmu hukum25. Pandangan ini 

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-

pengertian hukum, konsep hukum serta asas-asas yang 

relevan dengan permasalahan. 

c. Pendekatan kasus dengan menganalisis kesejarahan kasus 

yang sudah  terjadi dan memiliki hukum tetap yaitu dengan 

membahas kasus Prita Mulyasari seorang pasien yang 

mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit dengan Nomor 

Putusan 822K/Pid.Sus/2010 dan kasus Ahmad Dhani yang 

juga sudah memiliki hukum tetap dengan Nomor Putusan 

58/PID.SUS/2019/PT.DKI dengan lebih memfokuskan lagi 

membahas mengenai kebebasan berpendapat di media 

sosial ditinjau dari sudut pandang HAM. 

 

 
24   Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (legal research), Jakarta: Sinar Grafika, 

2014, hal. 110. 
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2006, hal. 28 
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3. Bahan Hukum  

Penelitian hukum normatif ini peneliti mempergunakan bahan 

hukum yang diperoleh dari bahan pustaka, yang telah dibuat dalam 

bentuk suatu kumpulan seperti: dokumen, buku-buku, perundang-

undangan, teori, bahan dari kepustakaan dan sumber-sumber 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti26. Dalam hal 

ini diperoleh dari bahan pustaka yang berkaitan dengan  kebebasan 

berpendapat di media sosial ditinjau dari sudut pandang HAM. 

4. Inventarisasi Bahan Hukum 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif sehingga 

bahan hukum yang digunakan yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

3) Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang international 

covenant on civil and political rights (konvonen internasional 

tentang hak-hak sipil dan politik) 

 
26 Ibid. 
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4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dengan pembaharuan 

Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2016 tentang informasi 

dan transaksi elektronik 

5) Putusan Prita Mulyasari dengan Nomor Putusan No.22 

PK/Pis.Sus/2011 

6) Putusan Ahmad Dhani dengan Nomor Putusan 

58/PID.SUS/2019/PT.DKI 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-

buku teks (text books) yang ditulis para ahli hukum yang 

berpengaruh, jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-

kasus hukum, skripsi, disertasi,tesis,seminar dan hasil-hasil 

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian27. 

c.  Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum    primer dan  bahan hukum sekunder, terdiri dari: Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, internet dan Ensiklopedia. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Teknik Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi 

ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan 

penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan yang lainnya. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan 

 
27 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing, 2010, hal. 173. 
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konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang 

berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan 

mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang 

dihadapi28. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh disusun dan dianalisa 

selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. 

 6. Teknik Penarikan Kesimpulan   

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan 

yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis29. Dalam penulisan 

skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. 

Teknik kesimpulan deduktif ini berfungsi untuk menciptakan kesimpulan 

tertentu yang berasal dari premis umum. Dengan kata lain, teknik 

penarikan kesimpulan deduktif ini merupakan suatu teknik yang 

menggunakan pikiran secara umum terlebih dahulu, lalu kemudian 

terperinci menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 

Daftar Pustaka 

I. Buku 

 
28 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2016, hal. 45 
29 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Kencana, 2015, 

hal. 193 
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